BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Desa
1. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai
bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan
keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat
dalam  pengelolaannya dengan  memanfaatkan  sumberdaya
pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan
desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu." Pembangunan desa
juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang
dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan,
dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitashidup dibidang
pendidikan, kesehatan dan perumahan.?

Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya
merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik
dengan menggunakan sumberdaya yangbersumber dari desa, bantuan
pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan

perubahan-perubahan ke arah yang lebihbaik. Di dalam Pembangunan

'Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, (Jakarta : PT. Pustaka
Cidesindo,1996). him. 392
?Ibid. him .393.
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Desa terdapat dua aspek penting yangmenjadi objek pembangunan.

Secara umum, pembangunan desa memilikidua aspek utama yaitu:*

a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang
objekutamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia)
dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman,
jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain
sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya
disebut Pembangunan Desa.

b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, Yyaitu
pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan
peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat
didaerah pedesaansebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan
pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan
sebagainya. Pembangunandalam aspek seperti ini selanjutnya
disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan = masyarakat merupakan suatu  proses
penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen
masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. pemberdayaan
masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang
merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada

*Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan, (Yogakarta: Graha llmu, 2013) hal.17.
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manusia,  pembangunan  partisipatoris, = pemberdayaan  dan
berkelanjutan people cebtered, development participatory, empo-
wering and sustainable.* Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan
dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan
publik.> Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. sehingga
masyarakatdapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara
maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri
baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan
masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya
meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang
sama atau memberi modal saja.Tetapi harus diikuti pula dengan
perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Mendukung
berkembangnya potensi masyarakat melaluipeningkatan peran,

produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:®

a. Akses terhada sumber daya.
b. Akses terhadap teknologi.
c. Akses terhadap pasar.

d. Akses terhadap sumber pembiayaanan.

*Hasyemi Rafsanzani, dkk, Kemitraan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan
kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa (studi pada Desa Sumber Ngepoh Kecamatan
Lawang Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72.

SAhmad Qodri, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan
Berdemokrasi di Indonesia, ( Jakarta: LECPess, 2003), hal. 21

*HAW Widjaja, Op.cit,hal.169
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B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDEYS)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa
Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6
Tahun2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUMDes, adalahbadan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.’

.Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes

dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama

b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat
(49%)melalui penyertaan modal (saham atau andil)

c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar
daribudaya lokal (local wisdom)

d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan
hasilinformasi pasar

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui

kebijakan desa (village policy)

"Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta:
MitraWacana media), hal.2.
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f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab.
g. Pemdes Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama

(Pemdes, BPD,anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya
dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti
pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun
demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan
pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa
ataupihak lain, bahkan melalui pihak Kketiga.Berdasarkan uraian diatas
maka penulis menyimpulkan bahwayang dimaksud dengan BUMDes
adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh
masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah desa dan masyarakat dalamrangka memperolah keuntungan

bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah
merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang
dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi,
akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk
menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara
efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan
BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan
konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa

yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini
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diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan

menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan

ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan

pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan

harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat

mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama,

sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan

usaha yang dijalankan oleh BUMDes.?

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Dalam pendirian BUMDes terdapat 4 (empat) tujuan antara lain:®

a. Meningkatkan perekonomian desa

b. Meningkatkan pendapatan asli desa

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan
kebutuhanmasyarakat

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
adalahmerupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif
desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya

serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat

¥ Kamaroesid Herry, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra
Wacana media), him.2.

Herry Kamaroesid, .Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES............. hal.18.
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berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk

mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenubhi

kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan

distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87
sampaiPasal 90

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal
132sampai Pasal 142

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
KeputusanMusyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan
Usaha Milik Desa.

4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari

organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi

pengelolaBUMDES terdiri dari:
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a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas

Prinsip-prinsip  pengelolaan BUMDes penting  untuk
dielaborasiatau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara
yang samaoleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD,
Pemkab, danmasyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola

BUMDes yaitu:

a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi
pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harusbersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan
dankontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes
harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan
agama.

d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan
masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka

e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung

jawabkan secara teknis maupun administratif.
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f. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan
dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.Terkait
dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses
penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih
berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana
anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan
ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes.
Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa
yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan
desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi
desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun
kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat
desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam
upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka
akses pasar.

5. Keuangan BUMDES
Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur
dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72
Tahun 2005. Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan
BUMDES vyaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil

atas dasar saling mengutungkan. Modal BUMDES yang berasal
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dari pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang
dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas
pembantuan. Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan
pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan
pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau
kepada pemerintah daerah. Persentase permodalan BUMDES 51%
adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari
penyertaan modal dari pihak lain.
6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDES
Pelaksana operasional melaporkan pertanggung jawaban
pelaksanaan BUMDES kepada penasehat secara ex-officio dijabat
olehkepala desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap
kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
Pemerintah Desa mempertanggung jawabkan tugas pembinaan
terhadap BUMDeskepda BPD yang disampaikan melalui
Musyawarah Desa.
7. Ada 5 Klasifikasi Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa yaitu
sebagai berikut:
a. Serving
BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani wrga,
yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits
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kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang
besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung

pangan.

Banking

BUMDes banking yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa
dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang
didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank
konvensional. contoh unit simpan pinjam
Renting

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani
kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh
pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak desa, terutama
desa-desa di Jawa contoh: perkakas pesta, penyewaan traktor,
gedung pertemuan, rumah, toko
Brokering

BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan
komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak
kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual
jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh:
jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk

memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
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e. Trading
BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau
berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana
produksi pertanian dIl.%°
C. Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan
kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh
kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.™
Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan
bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah
upayayang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial gunamemenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara

yang meliputi rehabilitasisosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

®Anom Surya Putra, Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, him.
32.

“Amirus Sodig, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2,
Desember. 2015
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dan perlindungan social (UUNo. 11 Tahun 2009).Di antara tujuan

diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalahsebagai berikut:

a.

Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup.

Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
Ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial.

Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab
sosialdunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
secaramelembaga dan berkelanjutan.

Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.

Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan

kesejahteraansosial

2. Kesejahteraan Menurut Al-Qur’an

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama islam

dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari

rahmatan lilalamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun

kesejahteraan yang dimaksudkan oleh agama islam bukanlah tanpa

syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh

Allah SWT jikamanusia melaksanakan apa yang diperintahkanNya

dan menjauhi larangannNya.
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3. Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-
masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang
disebut dengan kesejahteraan. Islam telah memberi pedoman dan
aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut
syariah yangmenjadi sumber aturan perilaku yang didalamnya
sekaligus mengandung tujuan-tujuan dari strategisnya.tujuan-tujuan
itu didasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan
manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah). Islam
menjelaskan bahwa kesejahteraan tidakhanya berkaitan dengan
terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan
spiritual.> Pada umumnya kesejahteraan sendiri dibagi dalam dua
bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara
non materi. Kesejahteraan materi meliputi berapa jumlah harta yang
kita miliki, berapa pendapatan yang kita dapatkan, dan apa saja yang
sifatnya bisa dimaterialkan. Sementara kesejahteraan non materi
adalah kesejahteraan yang kita miliki dimana kesejahteraan tersebut
tidak berbentuk barang atau sejenisnya, misalnya adalah kesehatan
yang kita rasakan, memilikianak yang sholeh dan sholehah, dan lain
sebagainya.’® Kesejahteraan sesuai Islam meliputi kesejahteraan dari
sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta

bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya

2Fathurahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 17.
13Ziauddin Sardar, Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam, Sardar, et al/Jurnal Ekonomi
Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei 2016: 391-401
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harta hanyalah alat yang digunakanuntuk tujuan beribadah kepada

Allah SWT.Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu

masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima

tujuandasar yaitu: agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga
atauketurunan (nasl), harta atau kekayaan (maal) dan intelek atau akal

(aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan

dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan

utamanya.”* Sedangkan dari teori Umar Chapra kesejahteraan
menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu® :

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang
didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup
individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa,
karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang
diantara keduanya. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat
keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak
hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah
kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia
ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat

Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat

¥ Adiwarman.A.Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012),
hlm 62.

>pysat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta:
Rajawali Press, 2009, hal. 2
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tentulebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi
dan lebihbernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia.
4. Indikator Kesejahteraan
1) Indikator Kesejahteraan Secara Umum
Menurut BKKBN ada lima indikator yang harus dipenuhi
agarsuatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera,
yaitu:anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama
yangdianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada
umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota
keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah,
bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari
tanah, bila anak sakit atau PUS(Pasangan Usia Subur) ingin
mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB
modern.®Dari beberapa penjelasan indikator kesejahteraan diatas
dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:*’
a. Pendapatan
Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh
masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga
maupun pendapatan annggota-anggota rumah tangga.
Penghasilan tersebutbisanya dialokasikan untuk konsumsi,

kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang

8Sub Direktorat Statistik, Analisis dan Perhitungan Tngkat Kemiskinan 2000, Jakarta,
Badan Pusat Statistik, 2008, him. 4
YIbid, hal. 17-18.
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bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3
item yaitu:
a) Tinggi (Rp.>5.000.000)
b) Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
c) Rendah (< Rp.1.000.000)
b. Konsumsi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu
indikator kesejahteraan rumah tagga/keluarga. Selama ini
berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi
pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh
pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan
proporsi pengeluaran  yang  lebih  besar  untuk
konsumsimakanan yang mengindikasikan rumah tangga yang
berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan
rumah tangga, makin Kkecil proporsi pengeluaran untuk
makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa rumahtangga/keluarga akan
semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan
akan jauh lebih kecil dibandingkan persentasepengeluaran
untuk non makanan <80% dari pendapatan.

c. Pendidikan
Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan

yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak
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untuk mencapai kedewsaannya dengan tujuan agar anak cukup
cakapmelaksanakan tugas hidupnya sendri tidak dengan
bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern
memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan
kunci dalam mencapai tujuan sosial pemeritah bersama orang
tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan
secara besar-besaram untuk kemajuan sosial dan kemajuan
bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang
serupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi
hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku jiwa
patriotisme dansebagainya. Menurut menteri pendidikan
kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib
belajar 9 tahun.
Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa
dansosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif
secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering
digunakan untuk membandingkan keberhasilan pembangunan
sumber daya manusiaanatar Negara adalah Human
Deveelopment Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), indeks tersebut merupakan indikator komposit
yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup

waktu lahir), pendidikan (angka melek huruf dan sekolah)
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sertackonomi  (pengeluaran riil  perkapita)."®  Indikator
kesehatan yangmenjadi komponen sejahtera meliputi pangan,
sandang, dan papan.
Perumahan Masyarakat

Menurut Biro Pusat Statistik dikatakan perumahan
yangdianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang
mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan
yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10 m
dan bagian terluas dari rumahbukan tanah dan penguasaan

tempat tinggal adalah milik sendiri.

5. Indikator Kesejahteraan Secara Ekonomi Islam

Menurut para pakar dan ahli yang terdapat dalam buku

P3EI, indikator kesejahteraan Islami adalah®®: yatitu “terpenuhinya

kebutuhan fisik dari rizgi yang halal, hidup sehat secara jasmani

dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima,keluarga yang

sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasihsesama, ridha dan

gana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa

bahagia”.Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak

hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi

jugaterpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan

menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga

hal. 13.

8K ementrian

“lbid, him. 9

Kesehatan Republik Indonesia, Indeks Pebangunan Kesehatan Manusia,
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kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuan Islam Al-
Syathibi yaitu:*°
a. Al-Dharuiyah (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus
adauntuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak
sempurna kehidupan manusia, bila tingkat kebutuhan ini tidak
terpenuhi, akanterancam keselamatan umat manusia.
Keperluan dan perlindunganal- dharuriyyah ini dalam buku
ushul figh, termasuk As-syathibi, membagi menjadi lima hal,
yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang
diperlukan untuk keselamatan agama,keselamatan jiwa,
keselamatan akal, keselamatan keturunan serta terjaga dan
terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang dan
keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang
dikuasai atau dimiliki seseorang.?

b. Al-Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)

Yaitu adalah suatu kebutuhan dimana apabila tidak
terwujudnya kebutuhan ini tidak sampai mengancam
keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan
kesukaranbahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak

sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali

2 Muslimin Kara, Pemikirn Al-Syathibi tentang Maslahah dan Implementasinya dalam
Ekonomi Syariah, E-journal Assets Vol 2 No 2 Tahun 2012

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istihlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul
Figh, (Banda Aceh : CV Diandra Primamitra Media, 2012), him.40.
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tidak berdaya atau dapat dikatakan seperti kebutuhan-
kebutuhan vyang wajar, sepertikebutuhan penerangan,
kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.?®

c. Al-Tahsinniyyah (Kebutuhan Tersier)

Al-tahsinniyyah  adalah  suatu  keperluan  dan
perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman
dan lebih nyaman lagi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan
kesulitan.Kebutuhan ini sebagai penyempurna dari dua
tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam
kehidupan mukallaf,yang dititik beratkan pada msalah etika
dan estetika dalam kehidupan.?

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
danKesejahteraan Masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis
sebelumnya,hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis yang ditulis oleh Eddy Yusuf
Agung gunanto,dkk. yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri
MelaluiPengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tujuan
penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang

berkembang.Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil

?Hasan. Tholhah, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, (Jakarta: Lantabora Press,
2005), hIm.163.

%%al-Qadharawi. Yusuf, Figih Praktis Bagi Kehidupan Modern , (Kairo: Makabah Wabah,
2009) him.79.
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penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah
berjalan sesuaidengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu
membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat
kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis
usaha yang dijalankan masihterbatas, keterbatasan sumber daya manusia
yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena
masih rendahnya pengetahuan mereka.**

Jurnal A-Igtishadi yang ditulis oleh Mahbub Junaidi yang
berjudulEvaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di
DesaTemurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi. Tujuan
penelitian iniadalah mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan
BUMDes berbasisekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan
Bangorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes
berbasis ekonomi syariah yang diterapkan dapat memberikan manfaat
yang luar biasa untuk menjalin kekeluargaan antar warga sehingga bekerja
menghindari riba dan haram yang diajarkan agama Islam. Untuk itu
keberadaan BUMDes yang ada di Kabupaten Banyuwangi setidaknya
selurun  BUMDes menggunakan modal berbasis syariah dalam
pengelolaan BUMDes akan bisa lebih berkembang dan tidak merugikan
bagi warga termasuk yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes . Namun
masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasidengan

baikDampak yang kurang baik dari program ini adalah kepada biaya

#*Eddy Yusuf Agunggunanto,dkk, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol.13 No.1 Maret
2016.
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langsung. Sementara pada indikator lain seperti sasaran kebijakan, di luar
sasaran kebijakan, kondisi sekarang dan akan datang dan biaya tidak
langsung sudah terlaksana dengan baik. Dampak bagi masyarakat sebagai
sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik, namun belum maksimal.
Dampak bagi masyarakat di luar sasaran terlaksana dengan baik. Sebab
masyarakat di luar sasaran seperti mitra-mitra BUMDes juga merasakan
dampak positif dari program BUMDes. Kondisi sekarang dan akan datang
masyarakat sangat merasakan dampak positif karena program-progran
yang dihadirkan oleh BUMDes beserta pengharapan mereka kedepan
untuk semakin baik. Biaya langsung dan tidak langsung juga sudah
terlaksana dengan baik. Hal ini di buktikan dengan dampak yang dirasakan
masyarakat pemanfaat program BUMDes yang mengakui peran BUMDes
sangat menunjang terhadapa perekonomian maupun biaya hidup sehari-
hari masyarakat desa.Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang
diinginkan, kendaladiantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki, serta insfrastrukturnya.”®

E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tam dan Yanuardi,
M.Siyang yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
bagiKesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan
WonosariKabupaten Gunung KidulTahun 2013. Menggunakan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwaBUMDES Karangrejek telah berhasil

memberi dampak positif bagi peningkatan perekonmian Desa dan

»Mahbub Junaidi, Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa
Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi, Al-Igtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015
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Kesahteraan Masyarakat. Dampak positif yaitu di bidang ekonomi,
kesehatan, dan pembangunan lingkungan bagi masyarakat desa. Dimana
dampak yang paling terlihat yaitu salah satunya di bidang ekonomi karena
BUMDES merupakan lembaga yang dibangun berdasarkan tujuan dalam
memajukan perekonomian di pedesaan yang dibuktikan dengan kondisi
masyarakat Desa Karangrejek yang sebelum diterapkannya BUMDES
jauh dari sejahtera kini dengan adanya BUMDes jauh lebh sejahtera
karena berbagai aspek sudah mengalami kemajuan.?®

Jurnal llmu Administrasi Negara yang ditulis oleh Khairul Amri
yangberjudul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa . kebijakan/program BUMDes
yang di selenggarakan oleh BUMDes, dimana program pada BUMDes
adalah simpan pinjam dan perkreditan barang. Dimana program BUMDes
dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan
perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreatifitas dan peluang
usaha ekonomi produktif masyarakat desa, mendorong tumbuh dan
berkembangnya usaha mikro sector informal, meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan asli
desa (PADes), sesuai dengan kondisi dan situasi social budaya daerah
setempat. Secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Ini berarti
bahwa pelaksanaan program BUMDes yang dilaksanakan olen BUMDes

sudah memberikan dampak baik kepada kelompok sasaran dan kelompok

®Dantika Ovi Era dan Yanuardi, M.Siyang, Dampak Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) Bagi Kasejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunung Kidul, E-Journal Tahun 2013
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di luar sasaran meskipun belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya
sinkronisasi antara kebijakan program kelompok sasaran dengan
kelompok diluar sasaran kebijakan yang menjadi mitra kerjasamanya.?’

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina. Dengan Judul Kontribusi
Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi
Masyarakat Ditinjau menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua
Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir). Hasil penelitiannya
menyatakan bahwa BUMDES telah memberikan kontribusinya kepada
masyarakat melalui dana pinjaman, seminar, pelatihan, dan konsultasi
dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDES kepada masyarakat telah
mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibandingkan
sebelum mendapat pinjaman, konsultasi dan bimbingan dari BUMDES.
Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan
masyarakat sehari-hari, hal ini merupakan sifat tolong menolong sesama
muslim maka dari itu agama memperbolehkannya dalam hal
bermuamalah. Dana pinjaman dari BUMDES Metode yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif.?

Jurnal Akuntasi dan Sistem Informasi yang ditulis oleh Dewi
Kirowati dan Lutfiyah Dwi yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri
Melalui BUMDes Dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

(Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).

?’Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Jurnal limu
Administrasi Negara. Vol 13 No 3 Tahun 2015.

%Herlina, Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kehidupan
Ekonomi Masyarakat Ditinjau menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan
Kempas Kabupaten Indragiri Hilir). 2012
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Hasil penelitian yaitu keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi
tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan
sumber daya yang ada. Dalam pengelolaan badan usaha milik desa dalam
upaya mewujudkan pencapaian tujuan organisasi maka di perlukan sumber
daya manusia masyarakat desa yang berkualitas mengerti dan memahami
aturan — aturan dan manajemen pengelolaan.

Modal sosial dipandang sebagai bumbu utama bagi perkembangan
pemberdayaan ekonomi masyarakat karena merangsang pertumbuhan
berbagai sektor ekonomi karena adanya rasa percaya yang tinggi dan
kerekatan hubungan alam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama
pelaku ekonomi.

a. Kepercayaan

Dalam menjalan suatu usaha yang menjadi modal awal adalah
kepercayaan. Kepercayaan dapat dilihat dari paparan program kerja
pengelolaan dan kenyakinan masyarakat pemanfaatan badan usaha
milik desa akan berjalannya rencana kerja tersebut didasari adanya
saling percaya dan saling bertukar informasi melalui rembuk desa.
Bentuk modal sosial kepercayaaan dapat dilihat perguliran dana
BUMDes bagi pemanfaat. Perguliran dana BUMDes di harapkan
menjadi penunjang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya BUMDes di Desa Temboro di harapkan menciptakan
pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan masyarakat desa.

b. Jaringan (network)
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Merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-
jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi
terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya
kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Bentuk jaringan yang
dibangun pengelola badan usaha memberikan kemudahan mendapat
dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudahan
untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat pemanfaat
BUMDes, perasaan ikut memiliki, memperkuat komitmen Kerja,
kemudahan menyusun rencana kerja, dan terjaminnya pemenuhan
kebutuhan pemanfaat BUMDes serta peningkatan pelayanan bagi
masyarakat BUMDes agar tetap terpuaskan.

Norma

Norma terdiri pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-
harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh
sekelompok orang. Masyarakt Di Desa Temboro Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan, norma dan nilai — nilai kehidupan tercermin
dalam kehidupan sehari — hari yaitu saling membantu yang
merupakan modal sosial yang kuatuntuk mengantisipasi perilaku —
perilaku yang kurang baik seperti kecurangan dan individual yang

dapat mengancam kegiatan usaha.
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Penelitian yang dilakukan oleh Erika Akmala dan Lena Satlita
yang berjudul StrategiPengelolaan Sumber Daya Desa Melalui BUMDes
Hanyukupi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hasil
penelitian ini yaitu terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam
implementasi strategi pengelolaan sumber daya desa melalui BUMDes
Hanyukupi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Faktor
penghambat tersebut antara lain:

a. Faktor Penghambat
Faktor penghambat pada implementasi strategi pengelolaan
sumber daya desa diantaranya yaitu kurang baiknya komunikasi warga
Desa Ponjong dengan BUMDes Hanyukupi Desa Ponjong, sulitnya
akses masyarakat terhadap jalan sekitar BUMDes dan perekrutan
karyawan BUMDes dan SDA Desa Ponjong, minimnya transparansi
dan akuntabilitas BUMDes terhadap warga Desa Ponjong, tempat
usaha yang tidak strategis, kurangnya SDM profesional BUMDes
Hanyukupi Desa Ponjong.
b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pada implementasi strategi pengelolaan sumber

daya desa diantaranya yaitu sumber daya alam yang mendukung untuk

pengembangan usaha dan jumlah pesaing usaha yang sedikit.*

»Dwi Lutfiyah dan Dewi Kirowati. Pengembanagn Desa Mandiri Melalui BUMDes
Dalam Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan
Karas Kabupaten Magetan). Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei
2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e- ISSN : 254-3198
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Dendhi Agung Nugroho, “Evaluasi penerapan dan Dampak
Program BadanUsaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap
Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Babadan
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung™. Hasil penelitian
yaitu kendala-kendala atau masalah yang dialami di BUMdes
Babadan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Kendala-kendala
antara lain masih banyak masyarakat Desa Babadan yang belum
menerima pendirian BUMdes serta kurangnya komunikasi pihak
BUMDes dengan masyarakat, Sosialisasi yang dilakukan dari
BUMDes juga belum sepenuhnya optimal karena dikarenakan faktor
pihak internal BUMDes yang masih kurang kesadaran akan
pengembangkan BUMdes Babadan. Disisi lain Kendala dari faktor
internal BUMDes seperti keterbatasan dana, sumber daya manusia,
perlengkapan, pendidikan, tenaga dan lain-lain.*

Agus Purbathin Hadi, dengan judul Konsep Pemberdayaan,
Partisipan dan Kelembagaan Dalam Pembangunan dengan isi
jurnalnya yang terdapat teori dari sumodingrat yaitu bahwa

pemberdayaan masayarakat, berkaitan erat dengan penanggulangan

%gatlita Lina, dan Erika Fatmala. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Desa Melaui
BUMDes Hanyukupi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Ejournal Universitas
Neri Joyakarta. 20

'Dendhi Agung Nugroho, “Evaluasi penerapan dan Dampak Program BadanUsaha
Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Babadan
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung”. VVol.7 No.2 JESP 2015. Hal.79-84
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permasalahan suatu pembangunan, contohnya kemiskinan, kesejangan
dan pengangguran. Dalam teori ini ada 3 cara yang dilakukan yaitu®*;
1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
3. Memberdayakan juga diartikan melindungi.
Budi Darmawan dalam articlenya yang berjudul ‘Tujuan
Ekonomi Syariah”. Ada 4 tujuan dari sistm ekonomi Islam yaitu®:
1. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan
keadilan dan persaudaraan

3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata

4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Maria rosa ratna jurnal penelitian yang berjudul Peranan BUMDes
pada Kesejahteraam Masyarakat pedesaan di BUMDes Gunung Kidul
Yogyakarta. Dengan hasil penelitian terkait kendala yang terjadi sebagai
berikut:

a. Macetnya Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yang ada di Desa 2 tidak berjalan lancar.

Koperasi memiliki piutang macet yang cukup besar. Hal ini disebabkan

ketidakdisiplinan anggota dalam

*2 purbathin. Agus, Jurnal, Konsep Pemberdayaan, Partisipan dan Kelembgaan Dalam
Pembangunan. Yayasan Agribisnis/pusat pengembangan Masyarakat Agrikarya(PPMA)
3% Darmawan. Budi, Article, “Tujuan Ekonomi Islam”
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b. Komunikasi

Sebagian besar warga mengetahui keberadaan BUMDes Sjt, hanya
saja mereka tidak memahami secara detail. Warga tidak paham tentang
pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan dari BUMDes.

Transparansi dan Kepercayaan Warga

Partisipan penelitian menuturkan perlunya transparansi terutama
dalam hal pengelolaan BUMDes. Buruknya pelayanan PAB membuat
warga tidak mempercayai kapabilitas pengelola, sehingga mereka
menuntut  adanya  pengelolaan  yang  transparan.  Buruknya
kualitaspelayanan ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan warga
terhadapkemampuan pengelola BUMDes.Warga juga meminta adanya
transparansi terkait keuangan BUMDes serta sosialisasi terkait kegiatan
BUMDes. Partisipan  menuturkan  adanya  ketidakpastian  nilai
keuntungandari BUMDes. Partisipan juga menghendaki adanya
pembagian keuntungan dengan penghitungan yang jelas bagi setiap

pedukuhan.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelola BUMDes yang menjadi partisipan dalam penelitian ini

mengatakan bahwaada keperluan untuk meningkatkan kualitas SDM dari

BUMDes. Diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan

kualitas SDM dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.®*

** Rosa, Maria. “Peranan BUMDes pada Kesejahteraam Masyarakat pedesaan di BUMDes
Gunung Kidul Yogyakarta. Jurnal MODUS Vol.28 (2): 155-167, 2016



E. Kerangka Konseptual
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Keterangan dari Kerangka Konseptual:

Dalam Meningkatkan kesejahterakan masyarakat merupakan
tujuan yang diharapkan pemerintah desa ialah agar pertumbuhan ekonomi
masyarakat dapat terwujud. Salah satunya dalam mewujudkan tujuan
tersebut yaitu dengan mendirikan lembaga Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Di sini peneliti akan melakukan penelitian terkait peran
BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat, peran BUMDes disini
diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat yang awalnya tidak
berdaya menjadai berdaya, dan merubah perekonomian yang lebih
mandiri. Dengan mengkalsifikasikan ke 4 (empat ) unit program yang di
kelola antara lain (BUMDes Trading, Brokering, Ranting, dan Banking),
Dengan melalui unit kegiatan usaha BUMDes Kamulyan berharap dapat
berperan membantu mengatasi permasalahan yang berada di masyarakat.
Namun dalam menjalankan perannya dan mensejahterakan masayarakat
harus mengalami beberapa kendala-kendala yang terjadi, Kendala tersebut
meliputi kendala internal maupun eksternal. kendala tersebut terjadi dari
masyarakat itu sendiri dan dari salah satu unit usaha yang dikelola oleh
BUMDes. Dan macam-macam kendala atau hambatan ada, BUMDes
Kamulyan sudah memiliki stretegi untuk menyeselaikan persoalan-
persoalan yang terjadi.

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait

bagaimana peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat,
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Serta meninjau peran BUMDes Kamulyan dalam mensejahterakan

masayarakat menurut pandangan Ekonomi Islam



